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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S al-Baqarah: 286) 
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan 
petunjuk. (Q.S ad-Dhuha: 7) 
Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan. (Q.S al-Hadid: 4) 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S al-Insyirah: 7) 
“So remember Me, I will remember you” 
(Q.S al-Baqarah: 152) 
 
Mahkota seseorang adalah akalnya, Derajat seseorang adalah agamanya, 
sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. 
-Umar bin Khattab 
 
Everything should be made as simple as possible. But not simpler. 
-Albert Einstein 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di 










Syahbiq, (2021): Nusyuz dan Relevansinya Dengan Undang-undang No 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam 
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa nusyuz istri merupakan masalah yang 
sering menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan 
menjadi salah satu penyebab perceraian. Nusyuz merupakan konsepsi hukum 
klasik masa lalu yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran 
Islam bahkan telah terkodifikasi sebagai aturan hukum baku. Banyak kritikus 
menilai konsepsi ini sangat merugikan kaum perempuan dimana di dalamnya 
menerapkan dominasi laki-laki dengan memberikan beberapa hak dalam 
menindak isteri yang nusyuz. Dalam melaksanakan hak ini maka perlu dipahami 
maksud dan batas-batasnya menurut Hukum Islam. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batas-batas hak 
suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz serta bagaimana relevansi nusyuz 
dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian 
kepustakaan (Library Research), maka jenis data yang dibutuhkan adalah data 
kualitatif yang sepenuhnya diperoleh dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun 
kontemporer) yang membahas tentang judul yang diteliti. Adapun teknik analisis 
data yang digunakan adalah content analisys atau deskriptif analisis. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder. 
Adapun kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini 
adalah; pertama, dalam menyikapi istri nusyuz maka Islam memberi hak kepada 
suami berupa memberikan nasihat, pisah ranjang dan yang ketiga memukul. Hak-
hak lain yang dapat dilakukan oleh suami adalah mencegah nafkah dan 
menjatuhkan talak, namum Islam mengaturnya dengan sangat bijak sebagai upaya 
penyelesaian nusyuz dan sesuai dengan prinsip hukumnya. Kedua, relevansi 
nusyuz dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 sangatlah relevan karena 
Islam tidaklah melegalkan umatnya untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga 
(fisik ataupun psikis), bahkan menelantarkannya melainkan hak yang dimiliki 
seorang suami ketika istrinya nusyuz adalah sebagai upaya mendidik seorang istri 
agak keluar dari sifat nusyuz nya tersebut. 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian 
ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 Secara 
garis besar diuraikan sebagai berikut. 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba‟ B be ب
 Ta‟ T te ت
 (Sa‟ Ś es (dengan titik di atas ث
 Jim J je ج
 (Ha‟ H ha (dengan titik di bawah ح
 Kha‟ Kh ka dan ha خ
 Dal d de د
 (Zal ż zet (dengan titikdi atas ذ
 Ra‟ r er ر
 Zai z zet ز
 Sin s es س
iii 
 
 Syin sy es dan ye ش
 (Sad ş es (dengan titik di bawah ص
 (Dad D de (dengan titik di bawah ض
 (Ta‟ T te (dengan titik di bawah ط
 (Za‟ Z zet (dengan titik di bawah ظ
 Ain „ koma terbalik di atas„ ع
 Gain G ge غ
 Fa‟ f ef ف
 Qaf q qi ق
 Kaf k ka ك
 Lam l el ل
 Mim m em م
 Nun n en ن
 Wawu w w و
 Ha‟ h ha ه
 ` Hamzah ء
Apostrof (tetapi tidak 
dilambangkan apabila 
terletak di awal kata) 
 Ya‟ y ye ي
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C. Ta’ marbŭţah di akhir kata 
 
1. Bila dimatikan ditulis h. 
 
 حكمة                










(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis “h". 
 ditulis karâmah al-auliyầ كرامة الاوليأ           
 
3. Bila ta’ marbŭţah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 ditulis zakâh al-fitri طرلفةااكاز           
 
D. Vokal pendek 
 
 Fathah Ditulis a 
 Ditulis fa’ala  فعل
 Kasrah Ditulis i 
v 
 
ر    Ditulis żukira  ذك 
  Ditulis       u 
بهيذ  Dhammah Ditulis Yażhabu 
 
E. Vokal panjang 
 
 
E. Kata sandang alif + lam 
 









b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 





















Kasrah + ya‟ mati 
 Ditulis كاريم
î 
 kar îm 
4. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja 
untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan 
akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena 
tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, 
kekal, abadi berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak 
dan kewajiban antara masing-masing Suami dan Isteri tersebut. Apabila hak 
dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan 
didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.
1
 
Perkawinan adalah Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang 
dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. 
2
 
Perkawinan disebut juga pernikahan, pernikahan secara bahasa adalah 
nikah yang berarti al-jam’u dan al-dhamu yang berarti berkumpul atau 
bergabung.
3
 Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad yang
                                                             
1
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mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz 
nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. 
4
 
Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan 
lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”
5
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 
dan 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah.” 
6
 
Dalam pandangan Islam melangsungkan perkawinan berarti 
melaksanakan perbuatan ibadah. Dengan adanya perkawinan manusia akan 
dapat membangun keluarga yang bahagia dan akan ada ketenangan dalam 
menjalani bahtera kehidupan karena Allah akan menjamin rezeki, kebahagiaan 
dan pahala ibadah yang berlipat ganda serta dengan menikah seseorang telah 
sempurna dari separuh agamanya. 
Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat 
perspektif berikut: (1) keluarga inti (nuclear family); bahwa institusi keluarga 
terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga 
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Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-4, hlm. 9 
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harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah 
keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa 
institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, 
ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan 
unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuanya 
melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.
7
 
Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut 
kemampuan masing-masing anggota. Namun demikian, banyak juga keluarga 
yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi 
yaitu timbulnya suatu benturan yang tidak pernah mereka harapkan. Sering 
kali dalam suatu rumah tangga muncul ketegangan, perselisihan pendapat, 
perdebatan, pertengkaran dan konflik lainnya. Persoalan-persoalan yang 
terjadi dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat 
mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. 
Permasalahan ini dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah nusyuz. 
Istilah nusyuz dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap 
perintah Allah Swt dengan praktek pasangan suami istri tidak menjalankan 
kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga 
nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan 
agama melalui Al-Qur‟an dan hadits Nabi Saw. Sedangkan istilah nusyuz atau 
dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, yang 
merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang 
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melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap 
pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa 
ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasanganya, hak-haknya yang 
tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.
8
 Jadi 
persoalan nusyuz seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan 
perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga 
terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah 
satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya. 
Dalam karya-karya Fiqih, nusyuz biasanya ditujukan kepada istri yang 
melakukan perbuatan pembangkangan terhadap suami. Dalam kitab Fath al-
Qarib misalnya dinyatakan bahwa pengertian nusyuz adalah sikap istri yang 
tidak mau melaksanakan hak yang wajib ia penuhi.
9
 Dalam kitab ini di 
jelaskan jika isteri terlihat nusyuz maka langkah pertama yang  dilakukan 
suami adalah memberi nasehat-nasehat yang baik dengan dalil-dalil yang 
membuat isteri takut sehingga  isteri tidak nusyuz lagi, jika perempuan itu 
masih melakukan nusyuz maka suami mendiamkannya di tempat tidurnya 
sehingga suami tidak menemaninya di tempat tidur, jika perempuan itu masih 
melakukan nusyuz maka perempuan itu boleh dipukul, tetapi tidak sampai 
merusak badannya. 
Selama ini memang persoalan nusyuz terlalu dipandang sebelah mata. 
Artinya, nusyuz selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa 
nusyuz merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri 
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dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam 
kitab-kitab Fikih, persoalan nusyuz seakan-akan merupakan status hukum 
yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) 
diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi nusyuznya isteri 
tersebut. 
Ketentuan nusyuz tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
sebagai sumber hukum yang legal di peradilan agama di Indonesia. KHI 
menyatakan bahwa kewajiban seorang suami sebagaimana dimaksud ayat 2 
gugur apabila isteri nusyuz.
10
  Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini 
adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri dan 
biaya lainya seperti yang telah dijelaskan dalam ayat 4 dalam pasal yang sama 
sebelumnya. 
Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah 
menjadi hak mutlaknya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkan- 
nya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan 
nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “nusyuz ialah wanita-
wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena 
kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami 
dan menentang suami dengan sombong.”
11
 
Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf 
menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan 
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nusyuz, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang 
dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan 
diri, apalagi mengkoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai 
kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya 
sudah bisa dikatakan sebagai nusyuz atau tidak. 
Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam 
memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-
wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu 
ketika berbicara persoalan isteri yang nusyuz dan hak-hak yang menjadi 
kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri 
secara jelas. 
Orang sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya 
tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika 
isteri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. 
Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinya, tidak memberinya nafkah 
baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak 
menjatuhkan talak terhadap isterinya.
12
 Tentu saja pihak isteri yang terus 
menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.  
Berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan 
yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, tercatat angka kekerasan terhadap 
perempuan mulai dari tahun 2001 hingga 2004 terus mengalami peningkatan 
yang signifikan. Pada tahun 2001 tercatat 3.160 kasus dan pada tahun 2002 
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meningkat menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 meningkat menjadi 7.787 kasus, 
dan tahun 2004 mengalami peningkatan hampir seratus persen menjadi 13.968 




Biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh mereka yang 
memiliki kekuasaan yang penuh (Powerful). Laki-lakilah yang selama ini 
memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang 
laki-lakilah yang berkuasa. Dengan demikian posisi istri baik dalam 




Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk 
bapak, suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT 
disini dipersempit, artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa 
dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Namun, tidak 
menutup kemungkinan suami berbuat kasar kepada istri karena adanya faktor-
faktor tertentu, seperti karena istri berbuat nusyuz (menetang, menolak, 
durhaka) hal yang baik dalam agama yang diperintahkan oleh suami. 
Beberapa penelitian sebelumnya telah menyerukan rekonstruksi ulang 
atas konsep nusyuz. Ilma berkesimpulan perlunya kontekstualisasi konsep 
nusyuz di Indonesia. Subhan menyerukan rethinking konsep nusyuz untuk 
menciptakan relasi harmonis dalam keluarga. Sri Wahyuni menganggap 
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perlunya reinterpretasi terhadap konsep nusyuz dan pemukulan tersebut 
sebagai upaya minimalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nurmahmi 
berkesimpulan perlunya sudut pandang feminisme untuk membongkar konsep 
nusyuz. Sementara, Akbarizan dkk melihat adanya bias gender dalam 
mengkonstruksi nusyuz. Kemudian Saoki melihat kemungkinan kriminalisasi 




Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ NUSYUZ DAN 
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” dimana yang menjadi nilai 
penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti adalah disamping untuk 
mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan 
isterinya yang nusyuz sekaligus untuk mengetahui bagaimana relevansi 
nusyuz dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang dituju, 
maka penulis membatasi masalah. Adapun penulis membatasi permasalahan 
ini tentang relevansi batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri saat 
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nusyuz dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah 
yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri yang 
Nusyuz? 
2. Bagaiman relevansi nusyuz dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif 
hukum Islam? 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri 
yang Nusyuz. 
b. Untuk mengetahui relevansi nusyuz dengan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
perspektif hukum Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dan pembaca tentang nusyuz 
dan relevansinya dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. 
b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya 




c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi praktisi hukum dalam 
merumuskan ketetapan-ketetapan hukum, khususnya yang berkaitan 
dengan upaya perlindungan hukum bagi perempuan atas kekerasan 
dalam rumah tangga. 
 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dikelompokan sebagai penelitian hukum normatif yang 
berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan 
pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya 
ilmiah lainnya. 
2. Sumber Data 
Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh 
penulis sebelum melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian yang 
dilakukan. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggali data-data 
kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan tema 
penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi 
menurut isinya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 
a. Sumber data primer 
Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data 
langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan 




Adapun sumber data primer dalam  penulisan penelitian ini meliputi 
Buku Fikih Munakahat dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam 
rumah tangga serta buku-buku yang menunjang penelitian ini. 
b. Sumber data sekunder 
Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat 
pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain data 
sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 
orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. 
Data sekunder antara lain dokumen-dokumen, buku-buku, hasil 
penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, desertasi dan lain 
sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian 
ini.
16
 Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-
artikel atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya 
penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. 
Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian 
yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab 
fikih dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, 
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4. Teknik Analisis Data 
Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya 
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
18
 
Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. 
Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang 
penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.
19
 
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis 
adalah metode content analysis. Tahapan-tahapan analisis ini adalah 
pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan 
data penelitian penjatuhan pidana concursus dalam Islam. Kedua, displai 
data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data 
yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder). Sehingga 
pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas 
informasi agar lebih mudah pihami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai 
melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang 
telah terorganisasikan memiliki makna.
20
 
Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan relevansi batas-batas hak 
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suami dalam memperlakukan isteri saat nusyuz dengan UU Nomor 23 
Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.   
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 
yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I     : Bab ini mencakup latar belakang masalah, masalah untuk 
memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. 
Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah 
dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang 
akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan 
tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan 
urgensi penelitian ini. Untuk selanjutnya  tentang metode 
penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data. Adapun metodologi dimaksudkan 
untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis 
dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan 
bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan 
serta yang terakhir adalah sitematika pembahasan. 
BAB II  :  Berisi tinjauan umum tentang nusyuz, yang mencakup 
Pengertian nusyuz, Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz, Klasifikasi 




BAB III :  Membahas Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sejarah 
Undang-undang PKDRT, Tujuan Lahirnya Undang-undang 
PKDRT, Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Faktor 
Pendorong Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksi 
Pidana dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 
BAB IV : Mengupas tentang batasan hak Suami terhadap istri nusyuz dan 
peneliti akan mencoba merelevansikan nusyuz  dengan Undang–
undang no 23 tahun 2004 tentang pengapusan kekerasan dalam 
rumah tangga perspektif  hukum Islam. 
BAB V : Mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan 
hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus 
diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah. Pada bagian 
akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan releven 
dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, 











TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ 
A. Pengertian Nusyuz 
Nusyuz berasal dari kata nasyaza, yansyuzu, nusyuzan, yang memberi 
beberapa maksud, antaranya nusyuz memberi maksud bangkit dari tempatnya 
atau bangun.
21
 Adapun nusyuz sebagaimana terlihat pada makna asal menurut 
bahasa adalah al-irtifa’ (tinggi diri/hati) dan al-ishyan (kedurhakaan/ 
pembangkangan). Sementara Ahmad Warson Munawwir, mengartikan nusyuz 
dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam atau dari tempatnya.
22
 Dalam 
konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah 
“membangkang atau durhaka”. 
Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian  
menurut ulama klasik diantaranya menurut ulama Hanafi istri dikatakan  
nusyuz apabila seorang istri yang berada diluar rumah tanpa seizin suaminya  
dan menutup diri dari suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian.  
Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah  
keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang  
menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar  
dengan tanpa izin suaminya tidak akan mengizinkannya ketempat itu atau
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meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. Selanjutnya  
menurut mazhab Syafi‟i, nusyuz adalah keluarnya istri dari mentaatinya.
23
 
Nusyuz merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur`an dan hukum 
(fikih) yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam 
kehidupan rumah tangga. Dalam Kitab Fathul Mu’in disebutkan bahwa 
termasuk perbuatan Nusyuz, jika istri enggan atau bahkan tidak mau 
memenuhi ajakan suami, sekalipun dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.
24
 
Kemudian nusyuz dari pihak suami yaitu ketika seorang suami mendiamkan 
istrinya atau bersikap acuh tak acuh kepada sang istri. 
Imam Fakhruddin ar-Razi juga berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa 
perkataan (qawl) atau perbuatan (af’al) Artinya ketika isteri tidak sopan 
terhadap suaminya ia berarti nusyuz dengan perkataan dan ketika ia menolak 
tidur bersamanya berarti ia telah nusyuz dengan perbuatan (af’al).
25
 
Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh 
pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau 




Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa ternyata para 
ulama‟  juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan 
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yang lainya. Dan sebagai kesimpulan, nusyuz secara umum adalah suami atau 
istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa 
kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri. 
Jadi bisa dipahami bahwa nusyuz itu bukan hanya berasal atau dilakukan oleh 
seorang istri saja namun mungkin juga dilakukan oleh seorang suami jika 
suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-
tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya.  
 
B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz 
Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan, 
meskipun jauh sebelumnya sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan 
agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang 
mawaddah warahmah diantara mereka. Namun demikian, dalam kenyataanya 
hampir tidak ada rumah tangga  yang selamat dari berbagai macam 
problematika dan perselisihan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga 
tersebut pada akhirnya mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan 
istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟: 34. 
                      
                         
                     
                       
27
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Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita 
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S an-Nisa‟: 
34). 
 
Nusyuz dalam ayat ini bermakna merasa lebih tinggi. Menurut Ibnu 
Katsir, wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya 
dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.
28
 Oleh sebab 
itu, maksud ayat ini ialah sekiranya kamu bimbang akan kedurhakaan dan 
sikap  meninggi diri mereka (isteri) dari pada mematuhi apa yang diwajibkan 
Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami.
29
 Penafsiran ini senada dengan 
penafsiran Syaikh Sa‟id Hawwa, yaitu kedurhakaan seorang istri dan sikap  
meninggi diri mereka dengan cara mengabaikan ketaatan pada suami.
30
  
Kemudian terdapat ayat lain juga yang biasa dikutip ketika 
membicarakan persoalan nusyuz yaitu Al-Qur‟an surat An-Nisa‟: 128. 
                          
                      
                
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Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 
dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 
(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan 
jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara 
dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah 





Ayat ini berbicara tentang kekhawatiran istri atas kemungkinan suami- 
nya melakukan nusyuz. Gejala-gejala nusyuz terlihat misalnya ketika suami 
mulai bersikap tidak ramah kepada istri atau tidak lagi berbicara kecuali untuk 
hal-hal penting. Nusyuz belum terjadi selama suami masih memenuhi 
kewajibannya. Al-Qur‟an mengajarkan bahwa tindakan harus diambil sebelum 
nusyuz terjadi, itu berlaku untuk setiap persoalan. Masalah apapun yang kita 
hadapi harus diselesaikan sejak awal dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
32
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai persoalan 
nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang 
ditimbulkannya. Beberapa pasal menegaskan tentang kewajiban isteri adalah 
pasal 83 dan 84 Kompilasi hukum Islam. 
Pasal 83 
(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin  
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan  
sebaik-baiknya. 
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(1) Istri dapat dianggap nushuz jika ia tidak mau  melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 83 Ayat (1) kecuali 
dengan alasan yang sah. 
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut 
pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk 
kepentingan anaknya.   
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku  kembali sesudah 
istri tidak nusyuz. 
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri  harus 
didasarkan atas bukti yang sah. 
Penjelasan pasal di atas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berangkat 
dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam 
kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti 
lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum 
Islam. Dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- 
kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah 
menentukan ada atau tidak adanya nusyuz isteri tersebut menurut KHI harus di 
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C. Klasifikasi dan Kriteria Nusyuz 
Kita ketahui bahwa nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga  laki-
laki. Akan tetapi watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Nusyuz 
ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban 
yang mesti dan seharusnya dipikul oleh keduanya. Secara umum berdasarkan 
nash al-Qur‟an, perbuatan nusyuz diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni 
nusyuz yang dilakukan istri dan nusyuz yang dilakukan suami. 
1. Nusyuz dari Pihak Istri 
Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidak harmonisan 
suatu hubungan rumah tangga adalah terjadinya nusyuz, karena nusyuz ini 
merupakan suatu tindakan ketidak patuhan atau suatu tindakan yang  salah 
dari seorang suami atau istri. Nusyuz dari pihak istri adalah bahwa sang 
suami terlepas dari tanggungjawabnya, dan bahwa istrinya lah yang  
keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci.
34
 
Dalam prakteknya, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau 
keduanya. Adapun bentuk nusyuz istri dari perkataan misalnya istri 
menjawab secara tidak sopan  terhadap pembicaraan suami sedangkan 
yang berbentuk perbuatan yaitu istri keluar rumah tanpa sepengetahuan 
atau izin suami dan menghambur-hamburkan biaya rumah tangga di luar 
batas kewajaran. 
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Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai 
beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz 
menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:  
1) Menurut ulama Hanafi, seorang istri dikatakan nusyuz apabila keluar 
dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani 
suaminya tanpa alasan yang benar; 
2) Menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak 
taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi 
suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan 
ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak 
mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; 
3) Menurut ulama Syafi‟i, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak 
mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan 
agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak 
menunaikan kewajiban agama lainnya; 
4) Menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri 




Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dalam majmu’ah al-fatawa 
menyatakan bahwa kriteria istri nusyuz adalah tidak taatnya isteri apabila 
diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan 
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lain yang mencerminkan ketidak-patuhan isteri pada pada suaminya.
36
 
Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas menggambarkan nusyuz berupa  
ucapan adalah ketika dia menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata  




Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat juga 
mengkaitkanya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti 
perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzahir 
maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan 




Dari pengertian nusyuz sebagaima yang telah dijelaskan di  atas 
yaitu  sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam  
kehidupan perkawinan,
39
 dapat diklasifikasikan diantara tingkah laku 
maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz isteri 
ialah: 
1) ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang  
sah. 
2) isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian 
dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara‟. 
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4) Menolak ajakan tidur oleh suami dimana memenuhi hasrat suami itu 
merupakan kewajiban seorang istri dan merupakan suatu hak bagi 
seorang suami. 
5) Istri meninggalkan kewajiban ibadah seperti shalat, puasa dan segala 




2. Nusyuz dari Pihak Suami 
Nusyuz suami mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah 
SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz suami 
yang terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap 
istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah 
atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya 
menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala 
sesuatu yang dapat di sebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti 
berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan 
badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan 
dengan atas pergaulan baik.
42
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Menurut ulama Hanafiyah, nusyuz suami terhadap istri adalah 
berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya 
dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisiakn dengan sikap suami yang 
memusuhi istrinya di samping itu ia juga menyakitinya dengan hijr atau 
pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara‟, hinaan dan sebagainya. 
Senada dengan kriteria tersebut, menurut ulama Syafi‟iyah bahwa nusyuz 
suami terhadap istri adalah sikap suami yang memusuhi istrinya dengan 
pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik 
terhadapnya. Sedangkan ulama Hanbali juga memberi pendapat mengenai 
kriteria nusyuz suami yaitu perlakuan kasar suami terhadap istrinya 





D. Akibat Hukum Nusyuz 
Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, apabila terjadi nusyuz yang  
dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam  
mengatasinya: 
1) Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang  
baik. 
2) Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya). 
3) Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan  
sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya. 
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4) Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi  




Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri  
yang nusyuz berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama  
fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaanya, apakah harus berurutan atau  
tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus  
berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyuznya. Sedangkan  
mazhab Syafi‟i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam 
melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan  
yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri  
nusyuz.
45
  Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau  




Seorang suami yang mendapati istrinya sedang nusyuz dibebaskan dari  
sebagian tanggung jawabnya terhadap istrinya itu. Dalam hal nafkah misalnya,  
suami tidak mendapatkan ancaman hukuman apapun seandainya ia tidak  
memenuhi nafkah istrinya. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu 
(poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan 
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Menurut Imam al-Syafi‟i dalam al-Umm menyatakan bahwa jika 
seorang suami melihat tanda-tanda istrinya berbuat nusyuz, sementara ia 
merasa khawatir dengan perilaku istrinya itu, maka hal tersebut cukup menjadi 
alasan bagi sang suami untuk menasehati  istrinya itu. Seandainya sang istri 
bersikukuh dengan sikapnya itu, maka  suami diperbolehkan meninggalkan 
(al-hijrah) tempat tidurnya dalam arti tidak menggauli istrinya sebagaimana 




Namun demikian ketika istri telah berhenti dari nusyuz maka suami  
kembali diharuskan memenuhi kewajibannya. Dalam hal nafkah, ia harus  
kembali memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana saat sebelum sang  
istri nusyuz atau dalam hal penggiliran istri-istri dalam rumah tangga poligami 
suami harus kembali bersikap adil.
49
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa ketika isteri 
nusyuz maka kewajiban- kewajiban suami terhadap istrinya berupa kewajiban 
memberi nafkah, kiswah, menyediakan tempat kediaman, biaya rumah tangga, 
biaya perawatan dan  pengobatan bagi istri menjadi gugur kecuali yang 
berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Namun demikian, 
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kewajiban suami yang gugur dikarenakan isteri nusyuz tersebut belaku 
kembali jika isteri sudah tidak nusyuz lagi.
50
 
Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini  dimungkin-
kan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini 
juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 
tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116  huruf f. 
Dalam hal akibat hukum bagi nusyuznya suami maka tidak ada 
ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri 
dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki 
kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang 
dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. 
Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode 
pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya  saat ia 
nusyuz, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-
laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.
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Seorang istri dalam menyelesaikan permasalahan nusyuz suami harus 
berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai kemampuan dan 
kecerdikannya untuk mengetahui latar belakang perubahan sikap dan 
kejenuhan yang ada pada diri suami, serta meneliti sebab-sebab hilangnya 
sikap lembut dan ramah yang selama ini menjadi kebiasaan suami. Lalu, 
menasehati suami secara baik serta melakukan musyawarah secara damai 
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dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi 




Pada saat perdamaian sudah tidak mungkin lagi diupayakan, maka dua 
penengah berhak memutuskan perkawinan suami istri dengan cara khulu‟ 
yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suami. Khulu‟ ini diketahui 
bahwa kesalahan ada pada pihak suami. Oleh karena itu, upaya penyelesaian 
nusyuz dari pihak suami dapat ditempuh dengan cara khulu‟. Perihal ini 
merupakan hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada istri yang dalam 
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UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Pada tanggal 14 September 2004 lalu, DPR akhirnya menyetujui RUU 
PKDRT untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR 
setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, 
Indonesia terkesan lambat merespon permintaan kaum perempuan mengenai 
perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak 
kekerasan. Malaysia mengesahkan Akta Keganasan dalam Rumah Tangga 
1994, dan kemudian disusul oleh Indonesia mengesahkan UU serupa untuk 
melindungi kaum perempuan dalam ruang privat.
54
 
Sebelum diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004, korban KDRT sangat  
kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang 
menimpa dirinya karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukum 
melainkan masyarakat masih menganggap KDRT adalah suatu hal yang tabu, 
aib, dan sangat privat. Ditambah cara pandang penegak hukum yang 
berperspekif praktis sama dengan pandangan masyarakat sehingga hanya 
sebagaian kecil kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib 
bahkan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan. Begitu
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kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu pada akhirnya KDRT menjadi 
hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi.
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Ide mengenai lahirnya RUU anti KDRT ini berawal dari inisiatif LBH 
Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (APIK) bersama dengan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang tergabung dalam Jaringan 
Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) untuk 
menyiapkan RUU anti KDRT. RUU ini telah disiapkan oleh LBH APIK dan 
Jangka PKTP sejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini memang 
termasuk lama karena isu KDRT memang masih kurang dikenal oleh 
masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu.
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Misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya bagi penghapusan 
KDRT dimana Negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan 
melindungi korban akibat KDRT. Hal ini adalah sesuatu yang sebelum nya 
tidak bisa terjadi, karna dianggap sebagai persoalan internal keluarga 
seseorang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah 
sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM. 
Pada tahun 2001, Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) dicanangkan oleh Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2002, ditandatangani sebuah Surat 
Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 
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Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Kesepakatan ini menyangkut pelayanan terpadu bagi 
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan bersama 




Di tingkat daerah, Gubernur Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat 
Keputusan (SK) No. 751 Tahun 2003 tentang pembentukan tim penanganan 
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SK yang ditandatangani 
pada tanggal 10 Desember 2003 pada intinya membentuk Tim Penanganan 
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mempunyai 
cakupan kerja di bidang pencegahan, penanganan dan pemulihan, serta 
pendidikan dan advokasi. Tim ini beranggotakan wakil-wakil dari lingkungan 
pemerintah, LSM dan lembaga profesional setempat.
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Di tingkat regional, Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN 
menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, di 
Jakarta pada tanggal 13 Juni 2004. Deklarasi ini berisi dorongan kerjasama 
regional dalam mengumpulkan dan mendiseminasikan data untuk memerangi 
kekerasan terhadap perempuan, promosi pendekatan holistik dan terintegrasi 
dalam mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan, dorongan untuk 
melakukan pengarusutamaan gender, dan membuat serta mengubah undang-
undang domestik untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat  paripurna 
pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan  mengesahkan 
rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam  rumah tangga yang 
diajukan oleh pemerintah. Delapan fraksi DPR (Periode 1999-2004) menerima 
UU  PKDRT ini. Namun fraksi Reformasi mendukung pengesahan  dengan 
beberapa catatan yaitu berupa penetapan sanksi atas kasus marital  rape dalam 
UU PKDRT ini agar tetap memberikan kesempatan pada suami istri untuk 
tetap melanjutkan rumah tangganya. Dengan  demikian, begitu di undangkan, 
UU ini otomatis langsung berlaku, tidak  harus menunggu ditandatangani oleh 
Presiden. UU penghapusan KDRT ini  terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat 
yang memuat definisi dan jenis  KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau 
Negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendampingan, pelayanan 
kesehatan, perlindungan korban dan saksi hingga sanksinya.
60
 
Terobosan hukum lain yang  juga penting dan dimuat dalam undang-
undang PKDRT adalah identifikasi orang- orang yang memiliki potensi 
terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT menjelaskan bahwa yang 
menjadi lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak serta orang-
orang yang memiliki hubungan keluarga karna hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, dan perwalian dengan suami, istri maupun anak 
tersebut. Selain itu, pihak yang dihitung kedalam lingkup rumah tangga adalah 
orang yang menetap dalam rumah tangga baik orang-orang yang bekerja 
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membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga 
dipandang sebagai anggota keluarga. 
Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini adalah  UUD 
1945 pasal 28 G yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluaraga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Demikian juga 
beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku 
sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, 
UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.1 tahun 1974 tentang 
perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 
1999 tentang  HAM.
61
 
Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT ini, 
ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan 
dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat 
individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. 
Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga  merupakan tindak kriminal, 
namun karena tindakannya terjadi di wilayah  privat, maka penanganannya 
harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban 
merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga. 
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B. Tujuan Lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT 
Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah 
berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal yang kompleks 
antara suami dan istri, orang tua dan anak, majikan dan pekerja serta antar dua 
orang yang sedang berpacaran.
62
 Terdapat empat asas yang mendasari 
Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu asas 
penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non 
diskriminasi dan perlindungan korban. 
Adapun tujuan dari diberlakukannya UU PKDRT adalah; pertama, 
menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta 
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan 
dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap 
berbagai aspek kehidupan perempuan.  Namun terdapat beberapa tambahan 
tujuan yang diharapkan dari UU-PKDRT ini setelah diberlakukannya,  yaitu; 
mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku 




Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah  tangga 
tersebut dapat diketahui UU PKDRT ini menghendaki agar para suami yang 
melakukan KDRT segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya 
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sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi, bukan untuk memudahkan 
perceraian antara pasangan suami istri. Pada dasarnya setiap keluarga tentu 
menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kedamaian. 
Namun, tidak semua harapan tersebut menjadi kenyataan karena benturan-
benturan konflik yang terjadi di dalam keluarga. 
UU PKDRT ini sifatnya preventif yakni untuk mencegah terjadinya 
kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Dengan 
demikian, yang sangat ditekankan di sini adalah pendekatan-pendekatan yang 
berorientasi pada pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran, namun sayangnya 
ada kelemahan penyebutan judul UU PKDRT ini, yakni penyebutan “UU 
Penghapusan KDRT”, dan bukan misalnya “UU Anti KDRT”. Pasalnya, 
konotasi “penghapusan” lebih setuju pada kasus-kasus yang sudah terjadi. 
Jadi, tidak berorientasi pada tindakan preventif atau pencegahan seperti yang 
dikandung dengan kuat oleh sebutan “Anti KDRT”. Memang UU PKDRT ini 
bukan jaminan untuk menghapus semua tindak kekerasan dalam rumah 
tangga, namun ini merupakan tahap awal untuk mengubah kultur masyarakat 




C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk ke dalam golongan domestic 
violence. Menurut konsep domestic violence, cakupan atas tindakan yang 
dikategorikan sebagai bentuk kekerasan lebih pada suatu tindakan kekerasan 
yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang 
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bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan 
hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu 
perkawinan yang sah (suami–isteri) maupun di luar perkawinan. Kelompok 
yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak. 
Kekerasan yang dimaksud  dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di 
sekolah, bahkan di lingkungan keluarga.
65
 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kekerasan 
dengan perihal yang bersifat atau berciri keras, paksaan, atau dapat diartikan 
perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau 
matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang 
lain.
66
 Dengan demikian, kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang 
lebih bersifat fisik yang mengakibatkan sakit, luka, cacat, atau kematian yang 
disertai dengan ketidakrelaan pihak yang dilukai. 
Kata kekerasan sepadan dengan kata violance yang dalam bahasa 
Inggris dapat diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik 
ataupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan 
dalam bahasa Indonesia secara umum hanya menyangkut serangan fisik 
belaka. Jika dimakdsudkan pengertian violence sama dengan kekerasan, maka 
kekerasan tersebut merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.
67
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Terlepas perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan violence  
tersebut di atas, Handayani mendefinisikan kekerasan dengan suatu serangan 
terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat 
merugikan salah satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan 
terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak 
penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu 
pihak berupa fisik atau psikis seseorang.
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Adapun pengertian kekerasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 
kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau lebih dikenal dengan 
sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini kadang 
dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan. Kekerasan terhadap 
pasangan dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak 
menikah di mana salah satu di antaranya menjadi pelaku atau korban.  Namun 
pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi 
korban. 
Secara yuridis pengertian kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam 
Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga,  dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa 
kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitan 
secara fisik, seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 






termasuk ancaman untuk  melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
69
 
Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan 
yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan sendiri atau 
bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau anggota keluarga 
lainnya baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, 
termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang. 
Maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam 
rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat 
dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. 
 
D. Faktor Pendorong Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang kerap 
terjadi di dalam masyarakat. Terkadang hal itu dilakukan oleh suami kepada 
istri maupun sang ayah kepada anaknya. Hal itu sering terjadi karena 
dipengaruhi oleh banyak hal. Kekerasan yang terjadi pada umunya akan 
menyebabkan kemunduran mental yang sangat signifikan pada sang korban. 
Bahkan tak jarang hal itu akan menimbulkan suatu keadaan trauma yang 
mendalam pada sang korban. Yang lebih parah lagi, tentunya akan 
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Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan 
menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor 
internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia 
mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang 
menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya 
dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di 
masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat 
turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan 
berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apalagi tindak kekerasan 
mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka 
akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.
71
  
Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku 
kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat 
melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang 
menimbulkan frustasi. Menurut Ihromi timbulnya tindakan KDRT di 
antaranya adalah: 
1. Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya 
kekerasan dalam rumah. Hal ini bermula dengan terjadinya ketidakstabilan 
ekonomi keluarga tersebut, di sisi lain salah satu pihak terus menekan 
untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian 
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menyebabkan tingkat frustasi semakin besar yang kemudian membuat 
tingkat emosi salah satu pihak meledak. Maka pada akhirnya akan memicu 
munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Komunikasi 
Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam 
menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya 
komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota 
keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain 
yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bilamana komunikasi dalam 
suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar 
kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam 




Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah 
besar yang  dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut 
menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti seorang suami mempunyai wanita 
selingkuhan, disaat sedang berkencan tiba-tiba kepergok sang istri. Saat 
berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran hal tersebut, tetapi sang 
suami tidak terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung 
pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri. Pada 
beberapa kasus seperti ini yang menjadi tersangka adalah sang suami dan 
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yang menjadi korban adalah sang istri ataupun sang anak yang menjadi 
pelampiasan dari penyelewengan ini.
73
 
Selain hal tersebut di atas, terdapat juga faktor belum memasyarakatnya 
UU PKDRT. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) termasuk undang-undang 
yang relatif baru yang sudah barang tentu belum banyak warga masyarakat 
yang mengetahuinya. Oleh karena itu perlu di sosialisasikan agar masyarakat 
luas mengetahuinya dan mengerti tentang isi dan dampak hukum dari undang-
undang tersebut. Namun, Untuk mensosialisasikan UU PKDRT tersebut, 
nampaknya masih mengalami kesulitan, antara lain disebabkan belum 
disiapkan sistem dan mekanisme penanganan korban. Akibatnya para korban 
justru menjadi tersangka KDRT.
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Disamping itu dengan masih kentalnya budaya hegemoni yang patriarkis 
di tengah-tengah masyarakat Indonesia juga merupakan suatu faktor 
pendorong terjadinya KDRT. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas dan 
pengaruh terhadap istri beserta anggota keluarga lainnya, suami juga berperan 
sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi ini diturunkan secara 
kultural dalam masyarakat pada setiap generasi bahkan diyakini sebagai 
ketentuan agama. Ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang 
memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri. Hal ini menyebabkan 
banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami. 




Abu Hanifah, “Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif 
Pemecahannya”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol 12. No 3, 2007, 




E. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkomitmen menghapus 
segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dimaksudkan untuk 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus segala bentuk diskriminasi 
serta usaha menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen 
tersebut dibuktikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 
2004. UU tersebut mengatur tentang segala perbuatan yang termasuk dalam 
kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, 
perlindungan terhadap korban KDRT dan sanksi pidana bagi para pelakunya.
75
 
Sebagaimana yang disebut dalam Undang-undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa bentuk-bentuk 
kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU tersebut dibagi 
menjadi : 
1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa  sakit, jatuh 
sakit atau luka berat. 
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan  ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, 
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dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah 
tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
4. Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan 
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk 
bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 
bawah kendali orang tersebut.
76
 
Jika dilihat dari bentuk-bentuk KDRT di atas, maka pemukulan 
merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan 
dalam kekerasan fisik karena dapat mengakibatkan rasa sakit hingga luka 
berat. Sehingga hal itu dapat disebut sebagai tindak pidana yang berakibat 
terhadap adanya sanksi pidana bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam 
Undang-Undang PKDRT tentang kekerasan fisik diatur pada bab VII pasal 44 
yang terdiri dari (4) ayat yakni : 
Pasal 45 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp 15.000.000.,00 (lima belas juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
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(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh 
lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 




Dalam pasal 44 ayat 4 di atas, tidak setiap  orang dalam keluarga atau 
rumah tangga dapat menjadi pelaku atau dikenakan hukuman, melainkan 
hanya pihak suami atau isteri saja. Dengan demikian, aspek-aspek pidana 
dalam lingkup rumah tangga pada pasal tersebut mengklasifikasikan pelaku 
baik dari suami atau isteri serta yang menjadi korban dari kekerasan tersebut 
bisa dari isteri atau suami. Selain itu, jenis perbuatan nya juga dipersempit 
yaitu kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan. 
Ketentuan pidana untuk untuk kekerasan psikis dalam rumah  tangga 
diatur dalam Pasal 45: 
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(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam  lingkup 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda  paling 
banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh 
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan  penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah). 
Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan 
dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah 
tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama 
beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun 
kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk 
dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan 
stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah 
sehingga mudah jatuh sakit.
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Selajutnya untuk ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah 
tangga diatur dalam Pasal 46-48: 
 
                                                             
78
Josua Otniel Sondakh Walangitan, “Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak 
Pidana Kekerasan Rumah Tangga  yang dilakukan Suami Pada Isteri”, Jurnal Lex Privaum. Vol 





Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling  lama 
12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00  (tiga puluh 
enam juta rupiah). 
Pasal 47 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya  
melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf  b 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan  pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit  Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp  
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
Pasal 48 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47  
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan  
sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan  
sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu)  
tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan,  atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan  pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling  lama 20 (dua 
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00  (dua puluh lima juta 




Negara tidak memperkenankan pemaksaan hubungan seksual yang 
terjadi dalam ruang lingkup keluarga (rumah tangga), karna bukan itu maksud 
dari keluarga bahagia yang diinginkan semua pasangan. Namun jika itu masih 
saja terjadi, maka hukum telah mengaturnya sedemikian baik, agar semua 
pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat berfikir seribu 
kali jika ingin melakukan tindakan keji yang di benci Allah dan tidak 
dibenarkan dalam tatanan moral bangsa Indonesia. 
Ketentuan pidana untuk untuk penelantaran dalam rumah tangga  diatur 
dalam Pasal 49: 
Pasal 49 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda  paling 
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang  yang : 
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  ayat (2). 
Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan  perbedaan sanksi pidana 
terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin. 
Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka 
penjatuhan sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana 
yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum 
serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korban pun 
merasa haknya dipenuhi oleh hukum.
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Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya 
ada di tangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap UU PKDRT yang 
menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa 
jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja. Walau 
bagaimanapun, hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan berupa 
pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari 
korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu 
dari pelaku serta hakim juga dapat menetapkan pelaku mengikuti program 
konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu seperti yang disebutkan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul 
Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam yang 
merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, 
maka dalam bab akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus saran 
sebagai berikut: 
1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka ditemukan bahwa 
suami mempunyai batas-batas hak dalam memperlakukan istri yang 
nusyuz. Ketika istri melakukan nusyuz, suami berhak melakukan langkah-
langkah mulai dari yang lunak sampai dengan yang paling keras. Sikap 
yang paling lunak adalah memberikan nasehat secara baik-baik. al-Qur‟an, 
hadits, para ulama tafsir dan fiqh tidak memberikan batas waktu untuk 
menasihati istri. Selanjutnya yang agak keras adalah hijr (berpisah 
ranjang) dengan istrinya tersebut. Hijr ada yang berbentuk ucapan seperti 
suami yang memberikan jeda komunikasi terhadap perkataan isterinya dan 
ada pula hijr dengan perbuatan adalah seperti suami yang memisahkan 
tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya. Hal ini 
tergantung kondisi nusyuz istri tersebut. Langkah selanjutnya yang paling 
keras adalah melakukan pemukulan terhadap istri. Pukulan yang dilakukan 




menganiayanya serta tidak meninggalkan bekas ataupun luka. Pukulan 
tersebut juga tidak boleh ketika sedang emosi atau marah serta tidak 
diperbolehkan pada area vital dan pada satu tempat, karena akan 
menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya. 
2. Selanjutnya dikaji lebih dalam mengenai relevansi nusyuz dengan undang-
undang nomor 23 tahun 2004 yang bertujuan untuk menghapus segala 
bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika dipahami dengan baik maka 
sangat relevan. Relevansinya karena Islam tidaklah melegalkan umatnya 
untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga (fisik ataupun psikis), 
bahkan menelantarkannya melainkan hak yang dimiliki seorang suami 
ketika istrinya nusyuz adalah sebagai upaya mendidik seorang istri agak 
keluar dari sifat nusyuz nya tersebut. 
B. Saran  
1. Penulis berharap adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan terus-
menerus kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim 
mengenai konsep-konsep keagamaan seperti konsepsi nusyuz agar tidak 
terjadinya kesalahan penafsiran yang memberi persepsi bahwa suami 
boleh memukul istrinya yang dianggap nusyuz atau membangkang. 
2. Penulis berharap kepada instansi terkait untuk lebih teliti dalam menyikapi 
akar masalah yang terjadi dalam lingkup keluarga terlebih dalam persoalan 
nusyuz agar semua pihak mendapat perlakuan yang adil serta tidak 
menjadikan HAM maupun penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
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